
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 51 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEiDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA KECAMATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

Menimban g : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, 

ke tentuan mengenai kedudukan , susunan organisasi, 

tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah 

d i te tapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota 

Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, ke tentuan mengenai 

kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta 

tata kerja perangkat daerah d ia tur dengan Peraturan 

Wal ikota; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

da lam h u r u f a dan h u r u f b, per lu membentuk Peraturan 

Wal ikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi , Serta Tata Kerja Kecamatan; 

Mengingat : i J Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah T ingkat I I d i Sulawesi 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 
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2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Tahun. 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4060); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undang£in (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa ka l i d iubah terakhi r dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Daerah Nomor 5 T a h u n 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA KECAMATAN 

BAB I 

KETENTUAN UIVIUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Wal ikota i n i yang d imaksudkan dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daereih sebagai u n s u r penyelenggara 

pemer intahan daerah yang memimp in pelaksanaan u r u s a n 

pemer intahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Wal ikota Gorontalo. 

4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat; daerah Kota 

Goronlialo. 

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator periyelenggaraan 

pemer intahan d i wi layah kerja kecamatan yang da lam 

pelaksanaan tugasnya memperoleh pe l impahan kewenangan 

pemer intahan dar i Wal ikota Gorontalo u n t u k menangani sebagian 

u r u s a n otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas u m u m 

pemer intahan. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 

menur i jukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 

seorang Pegawai Negeri Sipi l dalam rangka menja lankan tugas 

pokok dan fungsi keahl ian dan ke t rampi lan u n t u k meocapai t u j u a n 

organisasi. 

BAB I I 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) Kecamatan berkedudukan d i bawah dan bertanggung jawab kepada 

Wal ikota Gorontalo mela lu i Sekretaris Daerah Kota Gorontalo. 

(2) Kecamatan d ip imp in oleh Camat. 

Pasal 3 

Kecamatan mempunya i tugas meningkatk^m koordinasi periyelenggaraan 

pemer intahan, pelayanan pub l ik , dan pemberdayaan masyarakat ke lurahan. 

Pasal 4 

Da lam mcJaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3, 

Kecamatan menyelenggarakan fungsi : 

a. m e r u m u s k a n kebi jakan sesuai dengan l ingkup tugasnya; 

b. melaksanakan kebi jakan sesuai dengan l ingkup tugasnya; 

c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan l ingkup tugasnya; 
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d. melaksanakan adminis t ras i kecamatan sesuai dengan l ingkup tugasnya; 

dan 

e. melaksanakan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Daerah terkai t 

dengan tugas dan fungsinya. 

BAB 111 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

Susunan Organisasi Kecamatan te rd i r i dar i : 

a. Camat; 

b. Sekretariat; 

c. Seksi Pemerintahan; 

d. Seksi Ketentraman dan Ketert iban U m u m ; 

e. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan fJakyat; 

f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional . 

Pasal 6 

Seksi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 5 h u r u f c, h u r u f d, h u r u f e dan 

h u r u f f dipi m p i n oleh Kepala Seksi 

Pasal 7 

(1) Sekretariat sebagaimana d imaksud pada Pasal 5 h u r u f b t e rd i r i dar i : 

a. Subbagian Program; dan 

b. Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m dan Kepegawaian. 

(2) Sekretariat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i p imp in oleh 

Sekretaris. 

(3) Subbagian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a dan h u r u f b 

d ip imp in oleh Kepala Subbagian. 

Pasal 8 

Bagan S t m k t u r Organisasi KecamatEm sebagaimana tercaintum da lam 

lampi ran 3^ang merupakan bagian yang t idak terp isahkan dar i Peraturan 

Wal ikota i n i . 



BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Camat 

Pasal 9 

(1) Camat mempunya i tugas : 

a. mtmyelenggarakan Urusan Pemerinta han u m u m ; 

h. Memgkoordinasikan kegiatan pemheniayaan masyarakat; 

c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 

ketert iban u m u m ; 

d. Mcmgkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Walikota; 

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

u r a u m ; 

f. M(mgkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemer intahan yang 

d i i akukan oleh Perangkat Daerah d i t ingkat kecamatan:; 

g. m(3mbina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan ke lurahan; 

h . mislaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kew^enangan Kota 

Gorontalo yang t idak d i laksanakan oleh u n i t kerja Pemerintahan 

Kota Gorontalo yang ada d i kecamat£in; dan 

i . melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh pera turan 

pe:rundang-undangan. 

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), camat 

melaksanakan tugas yang d i l impahkan oleh Wal ikota Gorontalo u n t u k 

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Kota Gorontalo. 

Pasal 10 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 9, Camat 

menyelenggarakan f u n g s i : 

a. m e r u m u s k a n kebi jakan teknis penyelenggaraan pemer intahan, 

pembangunan, keamanan ketert iban, dan sosial kemasyarakatan sesuai 

kebu1:uhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 
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b. merencanakan penyelenggarakan kegiatan pemer intahan, 

pembangunan, keamanan ketert iban, dan sosial kemasyarakatan secara 

berkes inambungan u n t u k peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

c. mengorganisir penyelenggaraan tugas pemer intahan, pembangunan, 

keameman ketert iban, dan sosied kemasyarakatan mela lu i 

mekanisme/prosedur kerja u n t u k peningkatan kesejahteraan 

masyarakat; 

d. meng€;ndalikan penyelenggaraan tugas pemer intahan, piembangunan, 

keameman ketert iban, dan sosial kemasyarakatan secara tepadu u n t u k 

ter t ibnya pelaksanaan tugas; 

e. meng£irahkan penyelenggaraan tugas pemer intahan, pembangunan, 

keamfinan ketert iban, dan sosial kemasyarakatan sesuai bidangnya 

u n t u k efektil itas dan elisiensi pelaksanaan tugas; 

f. membina pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangungin, keamanan 

ketert iban, dan sosial kemasyarakatan secara berkala u n t u k 

peningkatan kiner ja aparatur diwi layah kecamatan; 

g. me lakukan pengawasan pelaksanaan tugas pemer intahan, 

pembangunan, keamanan ketert iban, dfin sosial kemasyarakatan secara 

eksteien m a u p u n in te rn u n t u k menghindar i terjadinya penyimpangan; 

h . me lakukan t indakan prefentif terhadap permasalahan yang t i m b u l 

d iwi layah kecamatan secara terpadu u n t u k tercapainya stabil i tas 

keamanan dan ketert iban masyarakat; 

i . meng<2valuasi se luruh kegiatan di t ingkf i t ke lurahan mela lu i per temuan 

u n t u k mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

j . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tug£is kepada atasan ba ik l isan 

m a u p u n ter tu l is u n t u k beroleh petunjuk: lebih lan jut ; 

k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan u n i t terkai t mela lu i rapat 

koordinasi u n t u k penyatuan pendapat; 

1. mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai j ob masing-masing 

u n t u k kelancaran pelaksanaan tugas urdt ; 

m. menyusun laporan has i l pelaksanaan tugas secara bc^rkala sebagai 

bahan evaluasi; dan 

n . melaksanakan tugas la in yang dipc^rintahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 
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Bagian Kedua 

Sekretariat 

Paragraf 1 

Sekretaris 

Pasal 11 

Sekretaris Kecamatan melaksanakan tugas dib idang penyusunan 

program, keuangan, penatausahaan, perlengkapan, keeirsipan, dan 

kepegawaian berdasarkan pera turan perundsing-undangan u n t u k kelancaran 

tugas u n i t . 

Pasal 12 

Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 11 , 

Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi : 

a. mengh impun kebi jakan teknis d ib idang penyusunan program, 

keuangan, penatausahaan, perlengkapan, kearsipan, dan kepegawaian 

sesuai kebu tuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

b. menyusun tugas penjrusunan program u n i t kerja yang d i tuangkan 

ke da lam rencana kegiatan u n i t sesuai k ebu tuhan u n t u k menjadi 

progrsim u n i t ; 

c. melaksanakan tugas pengelolaan admin is t ras i keuangan berdasarkan 

pedoman u n t u k ter t ibnya adminis tras i keuangan; 

d. melaksanakan tugas pengelolaan adminis t ras i berdasarkan pedoman 

u n t u k men ingkatkan pelayanan; 

e. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan kearsipan sesuai 

k ebu tuhan u n t u k kelancaran kegiatan u n i t ; 

f. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian berdasarkan pe tun juk 

pelaksanaan dan pe tun juk teknis u n t u k ter t ibnya penataan admin is t ras i 

kepegawaian; 

g. me lakukan pembinaan pegawai secara berkala u n t u k peningkatan 

kiner ja aparatur ; 

h . menglmnsul tas ikan tugas dengan atasEin secara l isan m a u p u n ter tu l is 

u n t u l : beroleh pe tun juk ; 
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i . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesuai j ob u n t u k ter t ibnya 

pelaksanaan tugas; 

j . menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

k. melaksanakan tugas la in yang dipeidntahkan oleh atasan u n t u k 

kelanc:aran tugas kedinasan. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Program 

Pasal 13 

Kepala Subbagian Program mempunya i tugas melaksanakan penyusunan 

program berdasarkan pe tun juk pelaksanasLn dan pe tun juk teknis u n t u k 

kelancaran pelaksanaan tugas un i t . 

Pasal 14 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 13, Kepala 

Subbagian Program menyelenggarakan fungsi : 

a. menyiapkan kebi jakan teknis penyusunan program sesuai k ebu tuhan 

sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kerja 

(Renja), laporan kiner ja instans i pemer intah (LAICIP), laporan 

penyelenggaraan pemer intahan daerah (LPPD) sesuai k ebu tuhan u n t u k 

menjEidi program u n i t ; 

c. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugsis dengan atasan baik l isan 

m a u p u n ter tu l is u n t u k beroleh pe tun juk lebih lan jut ; 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala subbagian 

mela lu i per temuan/rapat u n t u k penyatuan pendapat; 

e. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi; dan 

f. melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 
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Paragraf 3 

Kepala Subbagian Adminis t ras i Keuangan, 

U m u m dan Kepegawaian 

Pasal 15 

Kepala Sxibbagian Adminis t ras i Keuangan, U m u m dan Kepegawaiem 

mempunya i tugas pengelolaan adminis t ras i keuangan, u m u m , j jer lengkapan, 

kearsipan dan kepegawaian sesuai pe tun juk pelaksanaan dan pe tun juk 

teknis u n t u k ter t ibnya adminis t ras i keuangan, u m u m , perlengkapan, 

kearsipan dan kepegawaian. 

Pasal 16 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada Pasal 15, Kepala 

Subbagian Admin is t ras i Keuangan, U m u m dan Kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi : 

a. mengh impun kebi jakan teknis d i b idang keuangan, perkmgkapan dan 

kearsipan, serta kepegawaian sesucii k ebu tuhan scibagai dasar 

pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan penjo isunan rencana kerja anggaran, rencana pengadaan 

barang, serta rencana pengelolaan kepegawaian berdasarkan program 

dan k i j bu tuhan u n t u k kelancaran tugas la in; 

c. mengajukan rencana kerja anggaran eksekut i f u n t u k menjadi dokumen 

penggunaan anggaran; 

d. melaksanakan pengelolaan adminis t ras i keuangan, perlengkapan 

dan k;earsipan, serta kepegawaian berdasarkan petunjuk: pelaksanaan 

dan pe tun juk teknis u n t u k tert ibnya adminis tras i ; 

e. melaksanakan pemel iharaan dan pengelolaan inventaris. berdasarkan 

pedoman u n t u k ter t ibnya admin is t ras i barang m i l i k u n i t ; 

f. meng(;lola kears ipan sesuai jenis/kelompok sebagai bahan dokumentas i 

dan mempermudah pencarian; 

g. me lakukan pemusnahan mela lui mekanisme dan prosedur u n t u k 

meng<5tahui n i la i guna arsip; 
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h . me lakukan pengelolaan adminis tras i kepegawaian mela lu i pen3aisunan 

daftar i n d u k kepegawaian serta DUK nominat i f sesuai pe tun juk 

pelaksianaan dan pe tun juk teknis u n t u k ter t ibnya admin is t ras i 

kepegawaian; 

i . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik l isan 

m a u p u n ter tu l is u n t u k beroleh pe tun juk lebih lan jut ; 

j . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala subbagian 

mela lu i pertemuan/rapat u n t u k penyatuan pendapat; 

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluEisi; dan 

1. melaksanakan tugas l a in yang d iper in tahkan oleh i i tasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan; 

Bagian Ketiga 

Kepala Seksi Pemerintahan 

Pasal 17 

Kepala Seksi Pemerintahan mempunya i tugas melaksanakan u r u s a n 

pemer intahan, pembinaan adminis t ras i pemer intahan Ke;lurahan dan 

admin is t r t i s i kependudukan serta keagrariaan. 

Pasal 18 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud pada Pasal 17, Kepala 

Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusunan program kegiatan d i b idang pemer intahan; 

b. melaksanakan kegiatan adminis t ras i pejoierintahan kecamatan; 

c. melaksanakan pembinaan pemer intahan Ke lurahan; 

d. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian admin is t ras i 

kependudukan dan catatan s ip i l ; 

e. melalcsanakan pembinaan dan pengendalian keagrariaan; 

f. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat d ib idang pemer intahan; 

dan 

g. melalcsanakan tugas la in yang d iber ikan atasan sesuai dengan bidang 

tugasinya. 
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Bagian Keempat 

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketert iban U m u m 

Pasal 19 

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketert iban Uraum mempunya i tugas d ib idang 

ketentram£in dan ketert iban u m u m berdeisarkan peraturan perundang-

undangan u n t u k terc iptanya keamanan wi layah. 

Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 19, Kepala 

Seksi Ketentraman dan Ketert iban U m u m menyelenggarakan fungsi : 

a. mengh impun kebi jakan teknis d i b idang ketentraman dan ketert iban 

u m u m sesuai k ebu tuhan sebagai dasar jxelaksanaan tugas; 

b. mengumpul data wi layah rawan konf l ik sesued jen is dan t ingkatannya 

u n t u k mengetahui gambaran dan keadaan s i tuasi wi layah; 

c. meng(dola data wi layah rawan konf l ik sesuai j en is dan t ingkatannya 

u n t u k mengetahui j u m l a h kejadian d i wi layah; 

d. menyusun rencana kegiatan d i b idang ketentraman dan ketert iban 

u m u m sesuai k ebu tuhan sebagai dasar jDelaksanaan tugas; 

e. me lakukan sosialisasi ketentraman dan ketert iban u m u m mela lu i 

per temuan u n t u k meningkatkan kesadaran masyarakat; 

f. tugas pengendalian keamanan dan ketert iban u m u m mela lui operasi 

penert iban u m u m u n t u k terciptanya. ke tentraman dan ketert iban 

masyarakat; 

g. me lakukan moni tor ing kegiatan masyarakat d i daerah rawan konf l ik 

secara langsung a tau t idak langsung u n t u k mengfdahui s i tuasi 

ke tentraman dan keter t iban; 

h . me lakukan penert iban peraturan daerah dan peraturan la innya 

d i wi layah kecamatan sesuai j en is u n t u k supremasi h u k u r a ; 

i . mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan 

m a u p u n ter tu l is u n t u k beroleh pe tun juk lebih lan jut ; 

j . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi 

mela lu i rapat dan per temuan u n t u k kesatuan pendapat da lam 

pelaksanaan tugas; 
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k. men3aisun laporan hasi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi; dan 

1. melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh atasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

Bagian Kelima 

Kepala Seksi Pemberdeiyaan dan 

Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 21 

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat mempunya i tugas 

d i b idang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat d i wi layah 

kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untulc peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

Pasal 22 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 2 1 , Kepala 

Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan 

fungsi : 

a. m u n y u s u n kebi jakan teknis d i b idang pemberdayaan masyarakat dan 

kesejeihteraan rakyat sesuai k ebu tuhan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas; 

b. mengumpu lkan data pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat mela lu i 

format u n t u k memperoleh gambaran ketidaan masyarakat; 

c. meng(;lola data pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat 

sesuai j en isnya u n t u k mengetahui perkembangannya; 

d. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat dan 

kesej£ihteraan rakyat berdasarkan kebu tuhan u n t u k menjadi program 

u n i t ; 

e. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyaimkat sesuai 

k ebu tuhan u n t u k peningkatan taraf h i dup masyarakat; 

f. me lakukan pembinaan d i bidang kesejahteraan rakyat secara 

terpadu u n t u k peningkatan peran serta masyarakat da lam 

pembangunan; 
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g. memfasi l i tasi ban tuan sosial sesuai k ebu tuhan sebagai upaya mengatasi 

kesenjangan masyarakat; 

h . me lakukan moni tor ing program pemberdayaan masyarakat dan 

kesejahteraan rakyat secara langsung; a tau t idak langsung u n t u k 

mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

i . mengkunsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan 

m a u p u n ter tu l is u n t u k beroleh pe tun juk lebih lan jut ; 

j . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala kepala seksi 

mela lu i rapat dan pertemuan u n t u k penj^atuan pendapat; 

k. menyusun laporan hasi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi; dan 

1. melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh gitasan u n t u k 

kelanc:aran tugas kedinasan. 

Bagian Keenam 

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan 

Pasal 23 

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunya i tugas d ib idang 

perekonomian dan pembangunan berdasarkan pera turan perundang-

undangan. 

Pasal 24 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasal 23, Kepala 

Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi : 

a. mengh impun kebi jakan teknis d i b idang perekonomian dan 

pembangunan kemasyarakatan sesuai k e b u t u h a n sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. mengumpu lkan data potensi kecamatan mela lu i survei u n t u k 

mengetahui gambaran pembangunan ekonomi kemasyarakatan; 

c. mengolah data potensi kecamatan sesuai j en is u n t u k mengetahui 

perkembangannya; 

d. menyusun rencana kegiatan perekonomian dan pembangunan sesuai 

k e b u t u h a n u n t u k menjadi program u n i t ; 
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e. menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan pembangunan 

berdasarkan skala pr ior i tas u n t u k peningkatan kesejahteraan 

masyarakat; 

f. me lakukan b imbingan teknis pengembangan perekonomian mela lu i 

per temuan u n t u k peningkatan pendapatan masyarakat; 

g. mengkonsul tas ikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik l isan 

m a u p u n ter tul is u n t u k beroleh pe tun juk lebih lan jut ; 

h . mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi 

mela lu i rapat dan pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

i . menyusun laporan hasi l pelaksanaan tugas secara berkala sebagai 

bahan evaluasi; 

j . melaksanakan tugas la in yang d iper in tahkan oleh i i tasan u n t u k 

kelancaran tugas kedinasan. 

BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 25 

Kelompok j aba tan fungsional mempunya i tugas me lakukan kegiatan sesuai 

dengan j aba tan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan pera turan 

perundang-undangan. 

Pasal 26 

(1) Kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud da lam Pasal 25 , 

t e rd i r i atas j aba tan yang terbagi da lam kelompok j aba tan fungsional 

sesuai dengan bidang keahl iannya. 

(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) d ikoord in i r oleh tenaga fungsional senior yang d i t u n j u k 

oleh ( ian bertanggung jawab kepada pemimpin u n i t org;anisasi sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

(3) J u m l a h tenaga fungsional d i t en tukan berdasarkan kebu tuhan dan 

beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang j aba tan fungsional d ia tur berdasarkan ketentuan 

pera turan perundang-undangan yang ber laku. 
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BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal 27 

(1) Da lam melaksanakan tugasnya camat wajib menyelenggarakan 

koordinasi , integrasi, dan s inkronisasi ba ik d i l ingkungan masing-masing 

m a u p u n antar sa tuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap' p imp inan kelompok j aba tan fungsional da lam l ingkungan 

Kecamatan wajib bertanggung jawab kepada camat secara berjenjang. 

(3) Setiap p imp inan satuan organisasi da lam l ingkungan Kecamatan 

berkewajiban member ikan pe tun juk , b imbingan dan pengawasan 

pekerjaan pada u n s u r - u n s u r pembantu pelaksana yang berada da lam 

l ingkungan kerjanya. 

Pasal 28 

(1) Camat da lam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebi jakan yang 

d i te tapkan oleh Wal ikota Gorontalo. 

(2) Camat berkewajiban member ikan pe tun juk , membina dan membimb ing 

serta mengawasi pekerjaan u n s u r - u n s u r pembantu dan pelaksana 

d i l ingkungan Kecamatan. 

BAB V l l 

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 29 

(1) Camat merupakan j aba tan s t r u k t u r a l eselon 111a a tau j aba tan 

administrator . 

(2) Sekretaris Kecamatan Tipe B merupakan j aba tan s t r u k t u r a l eselon IVa 

a tau j aba tan pengawas 

(3) Kepala Subbagian merupakan j aba tan s t r u k t u r a l eselon Wh a tau j aba tan 

pengawas dan Kepala Seksi merupak j in j aba tan s t r u k t u r a l eselon IVa 

a tau j aba tan pengawas. 

Pasal 30 

Pejabat s i r u k t u r a l pada Kecamatan diangkat dan d iberhent ikan oleh Wal ikota 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang laerlaku. 
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BAB VI I I 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 31 

Pada saat Peraturan Wal ikota Gorontalo i n i mu l a i ber laku, j aba tan yang ada 

beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan 

fungsinya sampai dengan d iben tuknya j aba tan b a r u dan d iangkat pejabat 

ba ru berdasarkan Peraturan Wal ikota i n i . 

Pada sa£it Peraturan Wal ikota i n i mu l a i b(3rlaku, Peraturan Wal ikota Nomor 

15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 T a h u n 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Keeamatan dan Ke lurahan (Berita 

Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 15) d icahut dan d inyatakan t idak 

ber laku. 

Peraturan Wal ikota i n i mu l a i ber laku pada tanggal 2 J a n u a r i 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundemgan Peraturan 

Walikota i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kota Gorontalo. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 

Pasal 33 

Di te tapkan d i Gorontalo 

pada tanggal ^7 B «>a«a1i 2016 

WALIKOTA GORONTALO 

Diundangkan d i Gorontalo 

pada tanggal ^7 2016 

Pit. SEKRETARIS DAEEAt«4QTA GORONTALO, 

ZAINUDDIN RAHIM 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 51 
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KASIE PEMERINTAHAN 
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KASIE EKBANG 

WALIKOTA GORONTALO 1 
W I A R ' ™ A. TAHA 


